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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pendampingan pemutakhiran

Jawa Barat 45363 data kepedudukan pada aplikasi e-Office desa bertujuan meningkatkan
pemahaman dan skill petugas pengolah data di RT/RW dan e-Office desa
(Enumerator) dalam melaksanakan pemutakhiran data kependudukan
sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Metode yang
Penulis Korespondensi digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni sosialisasi,
Sri Hartati pelatihan dan pendampingan input data. Pengumpulan data menggunakan:

srihartatipdn@gmail.com

wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahap yakni: pra survey, pelaksanaan
program berupa: sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dan evaluasi.

Sosialisasi, dilakukan dengan memberikan materi antara lain:

definisi

administrasi  kependudukan, jenis-jenis administrasi kependudukan,
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pentingnya administrasi kependudukan, tertib admnistrasi kependudukan,
sistem informasi kependudukan, aplikasi e-office desa dan SAKIP Desa.
Pelatihan dan pendampingan input data, diperuntukkan bagi petugas di
RT/RW dan penginput data pada e-Office desa (Enumerator). Kegiatan
dilaksanakan selama empat hari dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.
Hasil kegiatan pendampingan pemutakhiran data kependudukan, diperoleh
sebanyak 1.795 KK ( 89%) dan 5.693 jiwa (94,25%) telah dilakukan
pendataan oleh petugas RT/RW, sisanya sebanyak 219 KK (11%) dan 347
Jiwa (5,75%) belum terdata karena berbagai kendala lapangan, khususnya
di RW 07 dan RW 11. Sementara capaian perekaman data pada e-Office
Desa yakni: SDGs 288 KK (14,29%) ,1.306 jiwa (21,62%) dan Desa Cantik
mencapai 71,25%.

Kata Kunci
Pemutakhiran, Data Kependudukan, Tertib Administrasi, e-Office Desa

Abstract

Community service activities assisting in updating population data in the
village e-Office application aim to increase the understanding and skills
of data processing officers in RT/RW and Village e-Office (Enumerator) in
carrying out population data updating as an effort to realize orderly population
administration. The methods used in this community service activity are
socialization, training and data input assistance. Data collection uses:
interviews, observation and documentation. This community service activity
is carried out in three stages, namely: pre-survey, program implementation
in the form of: outreach, training and mentoring and evaluation. Socialization
is carried out by providing material including: definitions of population
administration, types of population administration, the importance of
population administration, orderly population administration, population
information systems, village e-office applications and Village SAKIP. Training
and Assistance in updating population data is intended for officers in RT/RW
and data input in the Village e-Office (Enumerator). The activity was carried
out for four days with a total of 20 participants. The results of mentoring
activities recorded that 1,795 families (89%) and 5,693 people (94.25%) had
collected data, the remaining 219 families (11%) and 347 people (5.75%) had
not been recorded due to various field constraints, especially in RW 07 and
RW11. While the achievements of the data collection in the Village e-Office
are: SDGs 288 households (14.29%), 1,306 people (21.62%) and Beautiful
Village reaching 71.25%.

Kerwords :
Updating, Population Data, Administrative Order, Village e-Office
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Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada E-Office Desa

sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

1. Pendahuluan

Otonomi desa memberi keleluasaan bagi desa untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki baik dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa
dan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana
Pasal 19 Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa. Diperlukan tertib administrasi desa
yang telah ditetapkan.
Kenyataan menunjukkan bahwa belum semua desa

guna mewujudkan tujuan

menerapkan tertib administrasi, termasuk administrasi
kependudukan.

Administrasi  kependudukan memiliki peran
strategis dalam mewujudkan visi pemerintah menuju
masyarakat yang sejahtera dan bahagia, namun patut
disayangkan tingkat kesadaran masyarakat maupun
pemerintah desa masih rendah akan pentingnya
tertib adminitrasi kependudukan .
Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain
rendahnya kesadaran masyarakat dan petugas, sarana
dan prasara yang masih terbatas baik kualitas maupun
kuantitasnya, dan hambatan geografis berupa jarak
yang cukup jauh (Mantra & Ida, 2007). Faktor-faktor
tersebut masih menjadi kendala terutama di wilayah

perdesaan yang relatif jauh aksesnya ke kota dan pusat
pemerintahan daerah.

Administrasi  kependudukan memiliki peran
penting bagijalannya pemerintahan dan pembangunan,
hal ini yang mendorong pemerintah menerbitkan
Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. UU itu sebagai pedoman bagi
pejabat yang berwenang dalam melakukan penataan
dan penertiban penerbitan dokumen dan data
kependudukan yang akan digunakan untuk pelayanan
publik dan pembangunan diberbagai sektor. UU No
23 Tahun 2006 selanjutnya diubah dengan Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

Data kependudukan sangat berguna untuk
mengetahui kondisi suatu desa, bahkan keberhasilan
suatu  desa diukur dari  tertib  administrasi
kependudukannya (Darmi et al. 201%). Data
kependudukan dapat membantu pemerintah desa

dalam mengklasifikasikan penduduk, karena di

dalamnya mencakup data perseorangan maupun
aggregat yang terstruktur terkait peristiwa
kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin,

kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan,
yang  diperlukan  guna
berbagai program pemerintah yang ditujukan kepada

mengimplementasikan

masyarakat desa. Hal itu juga tercantum dalam Pasal
58 Ayat 3 UU No 24 Tahun 2013.

Begitu juga berdasarkan Perbup Sumedang
No 153 Tahun 2019 pasal 12 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) desa, data
kependudukan merupakan salah satu bagian dari data
kinerja yang dikelola kepala desa dan pengelolaan data
kependudukan merupakan salah satu aktivitas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) desa.

Data kependudukan perlu ditata dan ditertibkan
mulai dari mencatat, mengolah hingga melaporkan.
Untuk mewujudkan  hal dibutuhkan
sinergitas antara masyarakat, petugas dan pemerintah
desa. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan
untuk kelengkapan dan validnya data. Data harus

tersebut

dicatat secara lengkap dan disimpan agar terjamin
keamanannya (indatriani & Adriadi, 2019).

Pemerintah desa memiliki peran besar dalam
mewujudkan tertib data kependudukan (akurat,
benar dan valid) yang diperlukan untuk perencanan
pembangunan, alokasi anggaran,
demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan
kriminal, sebagaimana Pasal 58 Ayat 4 UU No 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah desa tidak dapat berjalan sendiri untuk

pembangunan

mewujudkannya, tetapi tetap membutuhkan kerja
sama semua pihak agar dapat tercapai tujuan
201,

Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka
penataan administrasi desa, pada 2019 membuat
gebrakan reformasi birokrasi dengan menerbitkan
Peraturan Bupati No 153 Tahun 2019 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Desa.
SAKIP Desa bertujuan untuk mendorong tata kelola

pemerintahan desa berbasis kinerja dan berorientasi
hasil.

Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap
dengan diberlakukannya SAKIP Desa ini, pemerintah
desa memahami bagaimana pertanggungjawaban
kinerja dan menyusun laporan kinerja pemerintah
desa yang masih banyak mengalami hambatan dalam
implementasinya . Salah satunya terkait
laporan data kependudukan yang belum tertib.

Keberanian pemerintah Kabupaten Sumedang
menerapkan SAKIP Desa mendapat apresiasi dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB)
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yang menjabat kala itu. Dalam kunjungannya ke
Desa Sukajaya beliau mengungkapkan bahwa “Kami
mengapresiasi Kepala Desa Sukajaya, dan tentunya
juga Camat dan Bupati Sumedang, karena dengan
adanya SAKIP Desa ini, bisa memberikan pelayanan

yang terbaik bagi warganya” (Pandi, 202()).

SAKIP desa akan membuat owfput kinetja
pemerintah desa meningkat
akuntabel, mengintegrasikan
perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja

yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan
Bandi, 202()).

Ada tiga indikator kinetja yang dijanjikan patra
kepala desa dan camat di Kabupaten Sumedang
dengan hadirnya SAKIP desa, yakni penurunan angka
kemiskinan, penanganan stunting dan peningkatkan
kualitas pelayanan publik (Nurhidayat, 2021).
Ketiga indikator kinerja di atas, membutuhkan data
kependudukan yang akurat.

dan terarah serta

karena sistem

Guna menunjang pemberlakuan SAKIP desa,
pemerintah Kabupaten Sumedang memanfaatkan
teknologi Sebagaimana kita ketahui
bahwa teknologi informasi saat ini berkembang
sangat pesat, seiring tuntutan di era globalisasi yang
mengharuskan pelayanan dapat diakses secara cepat
dan tanpa batas ruang dan waktu, kapan pun dan di
mana pun masyarakat dapat mengakses pelayanan
publik yang diberikan oleh pemerintah, tanpa harus
secara fisik hadir di kantor-kantor pelayanan. Hal ini
sejalan dengan pendapat yang mengatakan teknologi
informasi merupakan peralatan untuk memecahkan
persoalan masalah sebagai akibat berbagai keterbatasan
manusia (IF;\uxiah & Hedwig, 2()1({).

informasi.

Sebagaimana halnya di instansi

pemerintah,  teknologi
pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan
pL, 2()2(]). Tidak terkecuali pegawai pada pemerintah
desa yang biasa disebut perangkat desa. Mau tidak
mau, suka tidak suka, perangkat desa dituntut mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi
informasi dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, karena teknologi informasi merupakan
alat pengoptimalan  pelayanan
keuntungan di bidang administrasi (Rianto et al., 2019)

lingkungan

informasi memudahkan

dan memberi

Berbagai produk kebijakan Pemerintah Kabupaten
Sumedang tak luput dari pemanfaatan teknologi
informasi yang terintegrasi dalam superaplikasi
¢-Office desa. Aplikasi e-Office desa sebagai aplikasi
terintegrasi untuk aparatur desa sudah diterapkan
sejak tahun 2020 dan sudah diimplementasikan pada

270 desa terkoneksi dengan pemerintah kecamatan
dan kabupaten. Aplikasi ¢-Office desa bertujuan
untuk memudahkan kepala desa mengontrol kinetja
perangkat desanya sebagai upaya meningkatkan
disiplin , baik disiplin masuk kerja
maupun dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

Melalui e-Office desa ke depan desa di Sumedang
memiliki data yang akurat dan lengkap, sehingga
pembangunan desa bukan berdasarkan keinginan
elit tapi berdasarkan masalah dan kebutuhan. Hal
ini ini disampaikan oleh Bupati Sumedang Dony
Ahmad Munir pada kesempatan penganugerahan
penghargaan dari Menteri Desa PDTT Abdul Halim
atas penerapan apilkasi e-SAKIP, Jumat 4 Juni 2021.
(I[’\’urni;lwan, Z()le)

E-Office desa merupakan superaplikasi untuk
pemerintah desa di Sumedang. Berbagai program
pemerintah yang ditujukan bagi pemerintah desa di
Kabupaten Sumedang diintegrasikan ke dalam e-Office
desa, seperti program SDGs Desa (Sustainability
Development Goals) merupakan program pemerintah
pusat dan program lokal Pemerintah Kabupaten
Sumedang “Desa Cantik” (rksfm.id, 2021). Program
Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) mulai diberlakukan
tahun 2021 dalam rangka percepatan implementasi
statistik sektoral oleh desa (I['Iumas Kabupatcr{

SBumedang, 2021)).

Berbagai  program
tepat sasaran dan berhasil tanpa didukung data
kependudukan yang tertib. Dengan kata lain kunci
keberhasilannya terletak pada valid atau tidak data
kependudukan. Diperlukan =~ pemutakhiran data
dengan melakukan input data secara lengkap dan
akurat. Setiap peristiwa kependudukan
tetlaporkan dan terekam ke server database
terjamin keamanannya.

tersebut mustahil akan

harus
dan

Desa Cibeusi merupakan salah satu desa di
Kecamatan Jatinangor yang masih mengalami kendala
dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris
Desa Cibeusi pada saat survey kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, Senin, 6 Juni 2022 di kantor Desa
Cibeusi, diperoleh informasi, salah satu tugas yang
belum bisa dituntaskan oleh pemerintah desa yakni
pendataan penduduk baik SDGs dan Desa Cantik
ke dalam e-Office desa. Capaian pemutakhiran data
masih jauh dibawah target, hal tersebut menyebabkan
Desa Cibeusi termasuk salah satu desa yang terendah
capaian e-Office desa di Kecamatan Jatinangor. Menurut
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Sekdes, penyebab rendahnya capaian berbagai data
kependudukan pada e-Office desa disebabkan beberapa
faktor, antara lain: kendala sumber daya manusia
pengolah data baik kualitas maupun kuantitas, sarana
input data khususnya komputer masih kurang dan
alokasi anggaran yang relatif kurang. Di samping
persoalan personil, peralatan dan pembiayaan, masih
ada kendala-kendala teknis seperti gangguan server
dan jaringan yang cukup sering terjadi.

Masih rendahnya data capaian pemutakhiran dan
pereckaman pada e-gffice Desa menambah pekerjaan
rumah bagi pemerintah desa yang harus diselesaikan,
dan tentunya mempengaruhi implementasi kebijakan
pemerintah pusat mapun daerah serta petencanaan
pembangunan Desa Cibeusi sendiri. Kondisi inilah
yang mendorong penulis melaksanakan kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Cibeusi
Kecamatan Jatinangor dalam bentuk Pendampingan
Pemutakhiran Data Kependudukan pada e-Office
Desa sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi
kependudukan.

Sebagai penuntun tulisan ini, menggunakan teori
George Edward III, bahwa “Implementasi kebijakan
diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang
perlu diatasi dan dipecahkan”(Yuanita et al., 2027).
Kemudian Edward menyarankan agar kebijakan
yang digulirkan dapat diimplementasi secara efektif
dibutuhkan  “Commmunication,  Resonrces,  Disposition
or_Ettitudes _and Bureancratic Sz‘rmmrex”

ISrihardjono, 2()1d).

Dari aspek legalistik berpedoman pada UU No
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
2013. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah dan
Peraturan Bupati No 153 Tahun 2019 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa
yang akan menjadikan instansi pemerintah yang
akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap
aspirasi masyarakat dan lingkungannya. terwujud,
serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah.

Instansi

Melalui  kegiatan  pengabdian = masyarakat
pendampingan pemutakhiran data kependudukan
melalui e-Office desa diharapkan dapat memberikan
edukasi kepada masyarakat, para petugas input data
dan perangkat desa akan pentingnya tertib administrasi
kependudukan bagi pelaksanaan pembangunan di
desa. Sedangkan tujuan kegiatan pendampingan
pemutakhiran data kependudukan adalah untuk

meningkatkan pemahaman dan s&7// petugas pengolah
data diRT/RW dan e-Office Desa (Enumerator) sehingga
mampu melaksanakan pemutakhiran data sebagai
upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan
di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten
Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan pendampingan pemutakhiran data ini
berbeda dengan yang pernah dilakukan, dimana
lebih menckankan validasi data untuk kebutuhan
penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil seperti : KIS, KTP, Surat Kematian dan
Kelahiran (Aslamivah, 2017). Lebih menekankan pada
peningkatan kemampuan pemanfaatan komputerisasi
kelompok relawan pengambil data SDGs dalam
menginput data (Pramono et al., 2022, meregistrasi
data penduduk , pendampingan dan
sosialisasi pelayanan tertib administrasi kependudukan
bagi masyarakat untuk kebutuhan kelengkapan
pengurusan  dokumen-dokumen  kependudukan

(t\sb;\rini, 2()23) dan penyuluhan administrasi
kependudukan dari aspek hukum (udge, 2019).

Pendampingan pemutakhiran data kependudukan
yang penulis lakukan lebih komprehensif baik dari

Jurwati, 2021

kelompok sasarannya maupun jenis kegiatannya.
Oleh karenanya digunakan pendekatan kolaborasi
partisipatif, yakni memadukan berbagai pihak yang
terlibat agar tercipta persepsi yang sama tentang
pentingnya data kependudukan dan terjalin sinergitas
serta keselarasan antara unsur masyarakat, petugas
lapangan pengambil data dengan petugas Enumerator
dari unsur perangkat desa agar dalam upaya
optimalisasi input data kependudukan.

2. Metode

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian
pendampingan  pemutakhiran  data
kependudukan yakni dengan sosialisasi, pelatihan dan
pendampingan. Untuk kebutuhan data, dikumpulkan

masyarakat

dengan menggunakan teknik wawancara, observasi
dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi
kepada informan terkait permasalah yang dihadapi
dalam melaksanakan tugasnya dan upaya yang telah
dilakukan untuk mengatasinya. Informan dalam
kegiatan ini ditentukan dengan menggunakan teknik
Purposive Sampling, informan telah ditentukan terdiri
dari perangkat desa, ketua atau pengurus lembaga-
lembaga di desa seperti Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), ketua RT/RW, unsur masyarakat dan
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relawan pengambil data dari kader PKK dan pengurus
BUMDES vyvang diperbantukan sebagai petugas
pengambil data lapangan dan Enumerator pada e-Office
desa.

Penentuan unsur dan jumlah informan dilakukan
berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak IPDN dan
pemerintah desa, dimana terlebih dahulu dikonsultasi
dengan penulis. Jumlah peserta sebanyak 20 orang,
disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan
keterwakilan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan
ini. Penunjukkan personil diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah desa, dengan pertimbangan pihak
yang paling mengetahui kebutuhan dan kemampuan
SDM-nya adalah pemerintah desa.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan
mulai pra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
(PkM) yakni pada saat survey awal kepada Pemerintah
Desa Cibeusi yang diwakili oleh Sekretaris Desa dan
selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
berlangsung. Di samping wawancara juga dilakukan
observasi mengamati aktivitas penginputan data
kependudukan dapat merasakan dan
mengetahui secara langsung proses dan kendala dalam
pendataan penduduk. Observasi dilakukan peneliti

sehingga

langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku
dan aktivitas _individu-individu di lokasi penelitian
1' Melengkapi data wawancara dan
observasi, disertakan data dokumentasi baik dalam
bentuk foto-foto, dokumen-dokumen ataupun
laporan yang mendukung kegiatan PkM
i

sosialisasi  dimaksudkan
untuk memberikan pemahaman peserta terkait
pentingnya tertib admnistrasi kependudukan dalam
mewujudkan visi pemerintah Desa Cibeusi. Materi
yang disajikan seputar administrasi kependudukan
dan berbagai upaya tertib administrasi kependudukan.
Pada saat sosialisasi dibuka juga forum diskusi
untuk menggali informasi terkait kendala-kendala
yang dihadapi dalam melakukan pemutakhiran data
kependudukan serta memberikan solusi pemecahan
Sedangkan metode pendampingan
bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan dan
pelatihan  secara langsung ketika dilakukan proses
input data pada e-Office desa.

Penggunaan metode

masalahnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
dibagi dalam tiga tahap yakni:

1. Tahap pertama adalah pra survey ke kantor Desa
Cibeusi untuk menggali informasi persoalan

yang sedang dihadapi pemerintah Desa Cibeusi
dan memungkinkan untuk dibantu
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen,
pembuatan Idea Concept Paper (ICP), pengajuan
proposal, koordinasi tim serta persiapan alat dan
bahan pelatihan.

lewat

2. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program
berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan
pemutakhiran data kependudukan melalui aplikasi
¢-Office Desa, sesuai jadwal yang ditentukan oleh
Lembaga Pengabdian Masyarakat IPDN.

3. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan.
Evaluasi dilakukan dengan membandingkan
kondisi peserta pelatihan sebelum dan sesudah
pelaksanaan program dengan metode wawancara
dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan
laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi.

Adapun lama pelaksanaa kegiatan empat (4) hari.
Lokasi kegiatan diaula kantor Desa Cibeusi Kecamatan
Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dipilihnya Desa
Cibeusi sebagai lokasi kegaitan, dengan pertimbangan
bahwa capaian input data kependudukan relatif rendah
se Kecamatan Jatinangor. Pertimbangan selanjutnya
karena posisi IPDN berada di wilayah Desa Cibeusi,
sehingga menjadi tanggungjawab moril selaku dosendi
IPDN untuk memberikan sumbangsih pemikiran
maupun tenaga untuk memajukan pemerintah desa
agar pemerintahan desa terselenggara dengan baik
khususnya tertib administrasi kependudukan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendampingan pemutakhiran data kependudukan ini
dibagi dalam tiga bentuk kegiatan yakni sosialisasi,
pelatihan dan pendampingan dan evaluasi.

3.1. Sosialisasi Tertib
Administrasi Kependudukan

Sosialisasi diperlukan dalam memperkenalkan suatu
hal yang baru, belum diketahui oleh seseorang
sekelompok orang atau masyarakat. Melalui sosialisasi
akan terjadi proses belajar dan mengajar .
Sosialisasi bermanfaat untuk membantu anggota
masyarakat dalam memahami sesuatu hal sehingga

masyarakat dapat berperan serta dan berfungsi dalam
suatu kelompok (|Buhlcr, 198(|). Partisipasi juga sangat
dibutuhkan dalam kehidupan social (|L;1\vzmtr &M /I

[EEE
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Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi
kependudukan, kegiatan awal yang dilakukan adalah
melakukan sosialisasi dengan metode ceramah dan
diskusi tanya jawab. Sosialisasi dilakukan untuk
memperkenalkan dan mengetahui tanggapan dan
respon perangkat desa, petugas pengambil data,
pengurus lembaga-lembaga di desa, para relawan
dan masyarakat selaku kelompok sasaran terkait
administrasi kependudukan, bagaimana mewujudkan
administrasi kependudukan yang tertib dan mengapa
diperlukan tertib administrasi kependudukan.

Pada kegiatan sosialisasi diberikan pemahaman
kepada kelompok sasaran betapa penting dan
peran  administrasi  kependudukan
dalam mewujudkan visi  pemerintah khususnya
Pemerintah Desa Cibeusi yakni “Terwujudnya Desa
Cibeusi BERSERI (Bermartabat, Sejahtera, Religius,
Inovatif). Selain itu kegiatan sosialisasi juga dilakukan
untuk menggali lebih banyak informasi awal terkait
kondisi administrasi desa, mengenali potensi desa,
permasalahan yang dihadapi dan memetakan sumber
daya pendukung, serta menjelaskan maksud dan
tujuan program kepada kelompok sasaran.

strategisnya

Sosialisasi  dilakukan hari pertama kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat, Senin, 1 Agustus
2022 mulai pukul 13.00 WIB s.d 15.00 WIB, bertempat
di balai Desa Cibeusi. Kegiatan sosialisasi dihadiri
oleh Kepala Desa (H.jajang), Sekretaris Desa (Bapak
Erwin), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Ketua LPM, Direktur Bumdes, Ketua Tim Penggerak
PKK Desa Cibeusi, para perangkat desa, perwakilan
kader PKK, perwakilan Ketua RW dan RT, serta
relawan penginput data pada e-Office Desa. Jumlah
peserta sebanyak 20 orang,

Materi yang diberikan pada sosialisasi seputar
Administrasi Kependudukan diantaranya: pengertian
administrasi kependudukan, jenis-jenisnya, pentingnya
administrasi kependudukan, bagaimana mewujudkan
tertib admnistrasi  kependudukan, pemamfaatan
sistem informasi dan beberapa program aplikasi pada
e-Office desa diantaranya SDGs, Desa Cantik Simpatik
dan SAKIP Desa. Setelah dilakukan penyampaian
materi, selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya
jawab. Pada sesi tanya jawab para peserta diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar

administrasi kependudukan atau menyampaikan
berbagai informasi terkait permasalahan data
kependudukan.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, juga dilakukan
penggalian informasi potensi desa serta inventarisasi

permasalahan-permasalahan  yang dihadapi oleh
pemerintah desa, petugas, maupun unsur masyarakat
lainnya tentang proses pendataan data kependudukan
dari berbagai program aplikasi yang terintegrasi pada
e-Office desa.

Dalam sesi tanya jawab berhasil diinventarisasi
beberapa permasalah dalam upaya tertib administrasi
kependudukan yakni :

1. Input data kependudukan belum mencapai
target karena tidak dituntaskan pada periode
kepemimpinan kepala desa sebelumnya, sehingga
capaian target input datanya jauh tertinggal dari
desa lainnya di Kecamatan Jatinangor.

2. Terdapat beberapa aplikasi yang diberlakukan
oleh pemerintah pusat melalui kementerian/
lembaga maupun program Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang harus dituntaskan oleh
pemerintah desa pada waktu bersamaan. Kondisi
ini cukup merepotkan bagi pemerintah desa dan
menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian

pada e-Office desa.

3. Terbatasnya SDM petugas Enumerator atau
penginput data. Personil yang tersedia saat ini
hanya berjumlah enam orang, mereka melakukan
tugas rangkap sebagi perangkat desa atau pengurus
PKK dan BUMDES.

4. Para kader PKK selaku relawan yang bertugas
mendata langsung door to door ke rumah-rumah
penduduk di tiap RT dan RW mengalami berbagai
kendala lapangan. Kesulitan pendataan dialami
khususnya untuk warga yang berdomisili di RW
07 bertlokasi di komplek perumahan dinas IPDN
dan RW 11 karena belum dipilih ketua RWnya,
alhasil data penduduk dari kedua RW ini sama
sekali belum masuk.

5. Terbatasnya  perangkat  komputer  untuk
kebutuhan input data., bahkan relawan ada yang
masih menggunakan perangkat kumputer pribadi

dan ini mengakibatkan hasil kerja tidak maksimal.

6. Anggaran untuk petugas penginput data dirasa
masih kurang memadai. Berdasarkan anggaran
desa tahun 2022, alokasi dana untuk penginputan
data sebesar Rp. 54.425.250.00. Anggaran tersebut
diperuntukkan antara lain untuk: pendataan dan
input SDGs Desa, sosialisasi dan Bintek SDGs
Desa, penetapan SDGs Desa dan honorarium
input Desa Cantik. Khusus untuk honorarium
input data, menurut petugas penginput ibu Novi,
bahwa setiap Enumerator diberi honorarium
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sebesar Rp.500.000.00.,sedangkan untuk petugas
penghimpun data lapangan yakni para kader
PKK, berdasarkan hasil wawancara dengan para
kader PKK diberikan honor sebesar Rp. 1.150,00
per lembar formulir yang diisi untuk setiap jiwa.
Angka ini dinilai relatif kurang, hal ini sempat
disampaikan oleh Direktur BUMDES Cibeusi.
Kecilnya honorarium petugas, mengakibatkan
kinerjanya tidak maksimal, karena dikerjakan
disela-sela waktu senggang setelah mengerjakan
pekerjaan pokoknya. Lebih jauh dikatakan apabila
jumlah honorarium ini ditambah dan memadai,
maka pengerjaan pengambilan dan penginputan
data dapat diserahkan kepada petugas secara
profesional sehingga dapat segera tuntas dan
tercapai 100 %.

Berdasarkan hasil inventarisasi permasalahan di
atas dapat disimpulkan bahwa penyebab keterlambatan
atau rendahnya pendataan penduduk di Desa Cibeusi
disebabkan oleh hambatan pada struktur pemerintah
desa, sumber daya (SDM, peralatan, keuangan) dan
komunikasi. Hal ini sejalan dengan teori Implemetasi
Kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward
III yang dikenal dengan Direct and Indirect Impact
on  Implementation. Dikatakan bahwa keberhasilan
suatu  kebijakan  publik  sangat
dipengaruhi oleh empat variabel yakni: komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi
. Dari keempat variabel tersebut, sumber
daya manusia memegang peranan sentral, oleh
karenanya SDM harus terpenuhi baik secara kualitas

maupun kuantitas untuk mencapai suatu tujuan
(Effendi, 2021]).

implementasi

Kegiatan tahap sosialisasi pengabdian masyarakat
pendampingan pemutakhiran data kependudukan di
Desa Cibeusi seperti tetlihat pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Tertib Administrasi

Kependudukan

Tertib Administrasi

Sosialisasi
Kependudukan

Gambar 2. Peserta

3.2. Pelatihan dan Pendampingan
Pemutakhiran Data
Kependudukan melalui
Aplikasi E-Office Desa

Pelatihan dan Pendampingan pemutakhiran data
kependudukan dilaksanakan pada hari kedua dan
ketiga tanggal 2-3 Agustus 2022, dengan cara :

A. Pelatihan dan Pendampingan Petugas
Pengambil Data Penduduk di RT dan RW

Pada tahap ini diawali dialog secara informal dengan
para relawan dari kader PKK yang melakukan
pengambilan data secara door fo door. Bincang-
bincang secara santai dilakukan agar para relawan
yang umumnya ibu-ibu lebih nyaman dan tidak
merasa sedang dievaluasi atau dinilai kinetrjanya.
Dengan demikian semua informasi dapat terungkap
dengan penuh kesadaran tanpa ada keterpaksaan dan
disembunyikan. Informasi yang digali yakni berapa
jumlah penduduk yang berhasil mereka data dan
kendala yang dihadapi dalam pendataan, baik dalam
pengisian formulir maupun kendala lapangan.

Jumlah relawan kader PKK yang mengikuti
kegiatan sebanyak empat (4) orang yakni: Ibu Cacas,
Ibu Siti Masitoh, Ibu Ai Sutinah, Ibu Iyam Komalasari.
Hasil dialog diperoleh kesimpulan, sebagian besar
kader mengalami kendala yang hampir sama baik
dalam memahami cara pengisian formulir maupun
kendala teknis di lapangan yakni:

1. Beberapa item pada formulir pendataan SDGs
sulit dilengkapi, karena jumlah data yang harus diisi
cukup banyak dan detail. Dibutuhkan waktu yang
cukup lama hanya untuk mengisi satu formulir
saja. Menurut petugas dibutuhkan kurang lebih 20
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menit untuk mengisi 1 (satu) formulir. Kesulitan
bertambah apabila warga yang dimintai data-
datanya tidak mengetahui secara pasti. Contohnya
pada item P3 Penghasilan setahun dan item P4
Deskripsi Pendidikan. Kasus seperti ini biasanya
ditemui pada warga yang tingkat pendidikannya
relatif rendah dan yang berpenghasilan tidak
tetap. Mereka kesulitan menghitung berapa
penghasilan yang diperoleh karena selalu sama
dan pasti.

Kesulitan bertemu penghuni rumah karena sedang
bekerja atau tidak berada di rumah, sehingga harus
berulang kali mendatangi rumah warga tersebut.
Menurut para kader mereka tidak berkeberatan
jika harus kembali lagi mendatangi warga tersebut
asalkan mereka memberikan kepastian waktu
berada di rumah. Namun demikian tetap saja ini
menjadi kendala, karena waktu pendataan yang
secharusnya dapat dimaksimalkan dalam sekali
turun ke lapangan terbuang tanpa hasil dan
mereka harus menyiapkan waktu tambahan.

Masih ditemukan warga yang enggan memberikan
informasi atau data diri dan keluarga secara
jujur, terutama jika berkaitan dengan besaran
pendapatan. Mereka cenderung memberikan
data penghasilan minimal atau lebih sedikit
dari penghasilan yang sesungguhnya. Kondisi
demikian menyebabkan kurang akuratnya data
yang diperoleh. Menurut para petugas, meski
mereka meragukan keterangan yang diberikan,
akan tetapi mereka tidak mungkin memaksa
warga untuk memberikan keterangan yang sesuai
dengan kenyataannya. Apa yang disampaikan oleh
warga, itu yang mereka catat.

Ditemukan kasus warga yang merasa takut
memberikan data karena curiga akan terjadi
penyalahgunaan data. Tindakan warga demikian
cukup dimaklumi karena para petugas ketika turun
tidak membawa surat perintah secara resmi dari
pejabat pemerintah desa. Tidak ada surat perintah
yang menyertakan para petugas di lapangan juga
berdampak pada penerimaan sebagian kecil warga
vang tidak mengenal dengan baik para petugas,
sehingga terkadang mereka menerima sikap yang
kurang ramah.

Berbagai dinamika yang dirasakan oleh petugas

Untuk kendala teknis pengisian formulir, diberikan
penjelasan sampai betul-betul mengerti mengisi
item-item yang belum atau ragu-ragu mengisinya.

Sedangkan untuk kendala lapangan seperti
penerimaan yang kurang ramah, kesulitan
bertemu warga dan keengganan atau keragu-
raguan memberikan data diri atau keluarga,
diberikan pilihan alternatif cara menyelesaikannya
seperti: menyarankan agar meminta surat
perintah resmi dari pemerintah desa dan selalu
menunjukkan kepada warga yang akan dimintai
datanya sebelum mulai meminta keterangan.
Hal ini untuk memperlancar komunikasi antara
petugas dan warga. Dengan demikian diharapkan
tidak muncul kecurigaan atau keraguan warga
memberikan keterangan. Kepada pemerintah
desa juga diberikan masukan agar mengeluarkan
surat perintah pengambilan data kepada petugas
dan ini bagian dati tertib administrasi.

Untuk kendala pendataan khusus di wilayah
RW 07 dan RW 11 yang datanya belum masuk
karena warga kedua RW tersebut kebanyakan
penduduk tidak tetap atau tinggal sementara,
disarankan melakukan koordinasi dengan pihak
RT atau RW setempat. Khusus RW.07, akan di
bantu mengkomunikasikan kepada Ketua RW 07,
mengingat wilayah RW 07 terletak di komplek
perumahan pegawai IPDN. Sedangkan RW 11 yang
berlokasi di Perumahan Janati Park berhubung
telah terbentuk kepengurusan RT dan RW baru,
maka disarankan petugas segera berkoordinasi
dengan ketua RW dan RT untuk memulai
pendataan. Berdasarkan hasil validasi data, jumlah
penduduk Desa Cibeusi saat ini tercatat sebanyak
2.014 KK dan 6040 Jiwa. Dari jumlah tersebut,
data penduduk yang telah diambil oleh relawan
petugas lapangan sebanyak 1.795 KK (89%) dan
5.693 jiwa (94,25%). Data yang belum masuk
sebanyak 219 KK ( 11%) dan 347 Jiwa ( 5,75%),
sebagian besar bertempat tinggal di RW.07 dan
RW.11. Jika dilihat dari capaian pengambilan data
tersebut, dapat dikatakan secara kuantitas petugas
lapangan sudah hampir menuntaskan tugasnya.
Namun data ini masih tercatat secara manual pada
formulir dan masih perlu diinput dalam aplikasi
e-Office desa. Pengolahan data selanjutnya
dilanjutkan oleh Enumerator sesuai kebutuhan

pengambil data di atas selanjutnya penulis sikapi aplikasinya.

dengan membantu mencari cara untuk mengatasinya . . . .
& & Y Pada aktivitas pelatthan dan pendampingan ini

kni :
yarnt dapat disimpulkan penting dilakukan koordinasi
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antara petugas, ketua RT dan RW serta pemerintah
desa untuk mengatasi berbagai hambatan yang
ditemui dalam proses pengabilan data. Koordinasi
dapat dilakukan secara vertikal antara petugas dengan
pemerintah desa misalnya dalam hal penerbitan surat
perintah dan dengan petugas dengan Ketua RT dan RW.
Secara horizontal koordinasi dilakukan antar petugas
pengambil data. Namun demikian koordinasi akan
efektif apabila memenuhi persyaratan diantaranya:
dilakukan hubungan secara langsung, komunikasi
efektif, kontinuitas, tujuan jelas, dinamis,kesempatan
awal, wewenang dan tanggungjawab dirumuskan
dengan jelas serta kepemimpinan supervise yang
efektif (IDCbrﬂianawati et al., 2013').

Kegiatan pelatihan dan pendampingan petugas
pengambil data di RT/RW seperti dilihat pada gambar
3dan 4

.0. o By
Gambar 3. Dialog dan

Masalah Dalam

Penggalian
Pengambilan Data di RT dan RW

5 , i TRl h}' b
Pelatihan Pengisian Formulir Bagi Petugas
Pengambil Data di RT dan RW

Gambar 4.

B. Pendampingan Enumerator (Penginputan
Data pada Aplikasi e-Office Desa)

Pendampingan juga dilaksanakan bagi petugas
penginput data ke dalam aplikasi ¢-Office Desa
(Enumerator). Sama halnya yang diberlakukan kepada
petugas pengambil data, pendampingan bagi
Enumeratorjuga diawali dengan melakukan wawancara,

seputar tugas menginput data, wilayah tugasnya dan
kendala yang hadapi.

Dari hasil wawancara diketahui secara umum
kendala yang dihadapi para Enumerator sebagai berikut:

1. Tugas menginput data merupakan tugas
tambahan. Para Enumerator memiliki tugas pokok
selaku perangkat desa, pengurus BUMDES dan
Kader PKK. Rangkap tugas mengakibatkan
proses input menjadi lambat karena dikerjakan
dikala waktu senggang setelah mengerjakan tugas
pokok.

2. Jumlah perangkat komputer terbatas, sehingga
ada yang menggunakan perangkat lap top pribadi
(petugas dari pengurus BUMDES dan PKK)

3. Pemerintah desa dikejar target penyelesaian input
data Desa Cinta Statistik (Cantik), akibatnya
penginputan data SDGs menjadi terbengkalai.

4. 'Terdapat beberapa data yang sama pada aplikasi
SDGs dan Desa Cantik, akan tetapi belum
terintegrasi satu sama lain. Akibatnya pada proses
input pada aplikasi berbeda, terjadi pengulangan
input dan tidak efesien.

Setelah wawancara selesai, berikutnya dilakukan
simulasi penginputan data, dimulai dengan cara
membuka e-Office Desa dilanjutkan masuk ke Aplikasi
SDGs, Desa Cantik dan SAKIP Desa. Kepada
para peserta dijelaskan kembali menu-menu yang
terdapat di dalam setiap aplikasi dan cara mengetahui
capaian target input data yang telah diselesaikan.
Hal ini dilakukan agar masing-masing petugas dapat
mengetahui berapa persentase penginputan data yang
telah dicapai. Hasil mengecekan data capaian target
input data sebagai berikut:

1. Capaian input data SDGs sebanyak 288 KK

(14,29%) dan 1.306 jiwa (21,62%)
2. Capaian input data Desa Cantik mencapai 71,25%

3. Capaian input data SAKIP Desa masih 0%,
dengan target sebagai berikut :
miskin target 38 KK, pencegahan stanting 5
kegiatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
ditargetkan mampu mencapai 100 point dan
Indeks Desa Membangun ditargetkan medapat
nilai 1. Ralisasi e-SAKIP desa yang masih 0%,
menurut penjelasan Sekretaris Desa disebabkan
data SAKIP Desa biasanya dikerjakan akhir tahun.

rumah tangga

Atas dasar capaian input data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa petugas Enumerator sebanyak
enam (6) orang masih butuh pendampingan secara
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intensif agar proses input data berjalan cepat dan
semua data yang dibutuhkan pada tiap-tiap aplikasi
dapat mencapai target maksimal (100 %). Sedangkan
untuk efesiensi, perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat
maupun Kabupaten Sumedang suatu sistem informasi
administrasi kependudukan yang terintegrasi G2G
(Governtment to Goverentment), yakni
instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari
penerapan  e-Governtment yakni  penyelenggaraan
emerintahan berbasis teknologi informasi
Kusumastuti, 2019).

antara sesama

Aktivitas pelatihan dan pendampingan Enumerator
seperti terlihat pada gambar 5 dan 6.

Gambar 5. Simulasi Input Data Pada e-Office Desa Bagi
Enumerator

Gambar 6. Pendampingan Petugas
Enumerator

Input Data Bagi

3.3. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir rangkaian kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dilaksanakan
hari keempat Kamis, 4 Agustus 2022 untuk Evaluasi
dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan
pendampingan pemutakhiran data kependudukan
dapat diserap dengan baik oleh peserta, dengan

membuka forum dialog. Adapun hasil evaluasi,

beberapa hal yang telah diketahui dan dipahami
peserta yakni :

1. Capaian pendataan SDGs, Desa Cantik maupun
SAKIP Desa masih dibawah target.

2. Pentingnya tertib administrasi kependudukan
untuk  penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan dan kemasyarakat di desa.
Data yang valid akan mendukung penyusunan
perencanaan pembangunan desa yang tepat
sasaran. Pembangunan yang tepat sasaran akan

membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

3. Perlu secepatnya menuntaskan  pendataan
penduduk untuk mendukung penilaian kinerja

pemerintah desa sesuai SAKIP Desa.

4.  Menemukan solusi dalam mengatasi kendala teknis
maupun non teknis dalam proses pengambilan
data hingga inputnya pada e-Office Desa.

Kegiatan evaluasi sekaligus menutup rangkaian
kegiatan PkM selama empat hari di Desa Cibeusi.
Sebagai bentuk supporting terhadap upaya tertib
administrasi kependudukan, pada saat penutupan
diberikan bantuan berupa satu unit printer dari IPDN
kepada Pemerintah Desa Cibeusi. Aktivitas pada
tahap evaluasi dapat dilihat pada gambar 7 dan 8.

Gambar 7. Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pemutakhiran
Data Kependudukan

Gambar 8. Penyerahan Bantuan Printer Untuk Pemerintah
Desa
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4. Kesimpulan

Pemerintah Desa Cibeusi masih menghadapi
kendala dalam pengelolaan data kependudukan
yang berdampak pada rendahnya capaian input
pada ¢-Office Desa. Berbagai persoalan dihadapi mulai
dari personil, peralatan, pembiayaan (3P), hingga
persoalan teknis IT.

Kegiatan  Pengabdian Kepada Masyarakat
dilaksanakan sebagai solusinya yang difokuskan untuk
meningkatkan pemahaman dan s&7// petugas pengolah
data di RT/RW dan ¢e-Office Desa (Enumerator) untuk
tertib  administrasi  kependudukan.
Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi,
pelatihan dan pendampingan.

mewujudkan

Hasil kegiatan sosialisasi, terinventarisasi berbagai
persoalan yang selama ini menjadi
pemutakhiran data kependudukan pada e-Office desa
dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya. Pada
kegiatan pelatihan dan pendampingan, para petugas
pengolah data di RT/RW mampu mengisi formulir P3
penghasilan satu tahun dan P4 deskripsi pendidikan.
Selanjutnya  dilakukan  penghitungan  capaian
perekaman data SDGs baru mencapai 288 KK
(14,29%) dan 1.306 jiwa (21,62%), data Desa Cantik
sudah mencapai 71,25% dan e-SAKIP Desa masih
0%. Berbagai kendala dihadapi petugas baik kendala
teknis maupun non teknis, keterbatasan perangkat
komputer dan anggaran, belum terjalin koordinasi
secara baik, belum terintegrasi sistem informasi
data kependudukan antar instansi pemerintah yang
mengakibatkan inefesiensi proses penginputan data.

hambatan

Untuk percepatan input data SDGs,Desa Cantik
& SAKIP Desa, dilaksanakan kegiatan pendampingan
sosialisasi pemerintah desa perlu merekruit personil
Enumerator yang khusus bertugas menginput data saja
dan menambah perangkat komputer.
desa perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi
secara vertikal dan horizontal untuk mengatasi
kendala-kendala dalam rangka tertib administrasi
kependudukan. E-Office desa Kabupaten Sumedang
petlu diintegrasikan dengan aplikasi dari kementerian/
lembaga, agar proses import data lebih cepat dan
efesien.

Pemerintah
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